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PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Beberapa Kebijakan otonomi daerah di Indonesia htetaembawa
perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungareriftah Daerah
(eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat DaeBPRD) atau legislatif, di
mana legislatif memilih dan memberhentikan kepalerdh. Hal ini menunjukkan
bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadbimgan keagenan (Halim, 2002;
Halim & Abdullah, 2006). Perubahan ini juga beritkpsi pada kian besarnya
peran legislatif dalam pembuatan kebijakan pubtdésmasuk penganggaran
daerah.

Dalam beberapa permasalahan yang terjadi di Indorsssmt ini banyak
mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalh pengadilan karena
menyalahgunakan Anggaran Pendapatan Belanja Da&rBD). Kemungkinan
hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangasar dalam penganggaran,
terutama pada tahap perencanaan atau perumusajakkebianggaran dan
pengesahan anggaran. Dugaan adanya Penyalahgualaam ahggaran karena
politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penggatan dinyatakan oleh Keefer
& Khemani (2003), Mauro (1998a, 1998b), dan Tan&voodi (2002).

Kondisi yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepasekutif
menjadi semakin besar. Posisi eksekutif yang “let@hdah” dari legislatif
membuat eksekutif sulit menolak “rekomendasi” Ikdis dalam pengalokasian

sumberdaya yang memberikan keuntungan kepada agfislsehingga



menyebabkanoutcome anggaran dalam bentuk pelayanan publik mengalami
distorsi dan merugikan publik. Dengan demikian, kims penganggaran
merupakan bagian dari sistem informasi yang dajgaindkan untuk mengurangi
oportunisme agen (Eisenhardt, 1989), kenyataanajadproses pengalokasian
sumber daya selalu muncul konflik kepentingan daarectors (Jackson, 1982).
Untuk menjelaskan fenomersalf-interest dalam penganggaran publik tersebut,
teori keagenan dapat dipakai sebagai landasantised@hristensen, 1992;
Johnson, 1994; Smith & Bertozzi, 1998).

Alokasi sumber daya dalam anggaran mengalami distatika politisi
berperilaku korupsi. Perilaku korupsi ini terkaiterdjan peluang untuk
mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-progek ykan dibiayai dengan
anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyakkuptoyek-proyek yang
mudah dikorupsi (Mauro, 1998a; 1998b dalam Mariardfisia 2009) dan
memberikan keuntungan politis bagi politisi (KeeferKhemani, 2003 dalam
Maria Florensia 2009). Artinya, korupsi danent-seeking activities di
pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan kasapgsengeluaran
pemerintah. Menurut Garamfalvi (1997) dalam Mariarénsia (2009), korupsi
dapat terjadi pada semua level dalam penganggaegak perencanaan sampai
pada pembayaran dana-dana publik. Korupsi secdités fpolitical corruption)
terjadi pada fase penyusunan anggaran di saat kemausan politik sangat
dominan, dengan cara mengalihkan alokasi sumbergmaydik. Sementara

korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan anggaragbdtiskorupsi administratif



(administrative corruption) karena keputusan administrasi lebih dominan. Pada
akhirnya korupsi politik akan menyebabkan korugsnanistratit

Dalam perkembangannya kemudian, posisi legislatiigykuat berdasarkan
UU 22/1999 mengalami perubahan setelah UU terseimanti dengan UU
32/2004. Salah satu perubahan terpenting adaladmdabl pemilihan kepala
daerah, yang dipilih langsung oleh rakyat tanpaatoelperantaraan legislatif,
sehingga pemberhentian kepala daerah juga bukaenesgan dari legislatif.
Selain itu, PP 110/2000 yang mengatur kedudukararigan DPRD, yang
mengandung kemungkinan bias interpretasi atas amgd@2PRD, diganti dengan
PP 24/2004.5 perubahan ini diharapkan mengurangiake oportunistik
legislatif dengan memanfaatkaliscretionary power yang dimilikinya (Halim &
Abdullah, 2006).

Berdasarkan pemahaman di atas, motivasi yang nedamenelitian ini
adalah: pertama, belum ada penjelasan ilmiah dan empiris dalam pé&tgp
akuntansi dan penganggaran publik yang menjelaskagaimana
penyalahgunaanpower dilakukan oleh legislatif terjadi dalam proses
pengalokasian sumberdaya di anggaran yang digunakak penggaraan dewan
selaku penyusun anggaran daek&ddua, studi mengenai peran legislatif dalam
penganggaran di Indonesia dengan menggunakan kefskeagenan belum
dilakukan karena pendekatan anggaran yang digunaedelumnya tidak
memungkinkan menggali lebih jauh perilaku oporttikigegislatif. Danketiga,
fakta bahwa Anggaran tidak berpengaruh terhamapome (Ablo & Reinikka,

1998 dalam Maria Florensia 2009) karena adanyaasioknggaran yang



terdistorsi oleh politisi yang korupsi (Mauro, 19981998b dalam Maria
Florensia 2009) dan kepentingan politis (Keefer Bekhani, 2003, 2004 dalam
Maria Florensia 2009).

Kota Kupang merupakan salah satu daerah otonomedamd kesatuan
Indonesia yang mempunyai legeslatifnya sendiri Dalgenyelenggaraan
kepemerintahannya tentu tidak akan lepas dari dapokeuangan dalam
penyelenggaraan Administrasi pada dewan legisatiingga perlu diadakannya
sebuah penelitian terhadap kebijakan-kebijakan devegeslatif dalam hal
penyelanggaraan keuangan pada badan itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dafiadidbahwa Pemerintah
Daerah khususnya legeslatif dalam menyusun anggaPB8D untuk anggaran
legislatif itu sendiri dan pelaksanaannya lebinkapacenderung untuk menaikkan
alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepearimg dan mengusulkan
pengurangan alokasi anggaran untuk Instansi belauigik lainya yang tidak
bersifat job programs dan targetable. Padahal belanja modal merupakan
pengeluaran Pemerintah yang sangat efektif untukingkatkan pelayanan
umum. Untuk meningkatkan pengalokasian anggaramsekaor belanja modal
diperlukan pengetahuan mengenai komponen-komporeapatan apa saja
yang berpengaruh positif untuk dialokasikan ke mjelamodal. Dari sektor
Pendapatan Asli Daerah (PAD), SiLPA mempunyai parigderhadap belanja
modal. Dari sektor dana perimbangan, yang dimurkgkirberpengaruh terhadap
pengalokasian belanja modal adalah dana alokasimutathadap penganggaran

yang terjadi di legislatif. Berikut ini di sajikatiata mengenai pendapatan asli



daerah, Sisa lebih perhitungan anggaran, Dana Siddenum dan Sekretariat

Dewan Oportunistik Legislatif Kota Kupang tahun Aagan 2011- 2012

Tabel 1.1

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH,SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN,

DANA ALOKASI UMUM DAN SEKWAN TAHUN ANGGARAN 2011-20 12

TAHUN Pendapatan Asli Daer Sisa Lebif Dana Alokas SekretarisDewar
(PAD) Perhitungan Anggara Umum (SEKWAN)
Ribuan Rupiah (SILPA) (DAU) Ribuan Rupiah
Ribuan Rupiah Ribuan Rupiah
2011 Rp. 53.000.00! Rp. 19.060.85! Rp. 377.792.56: Rp. 8.980.73.
201z Rp. 52.632.40- Rp. 20.701.82! Rp. 453.986.55! Rp. 12.679.32.

Sumber:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang.

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas maka di lihatveaPendapatan Asli

Daerah yang terjadi pada tahun (PAD) 2011 seb&gmar53.000.000.000,00, Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp. 19.060.832,00, Dana Alokasi

Umum (DAU) Rp. 377.792.563.000,00 dan Sekretari@w@&n Oportunistik

Legislatif adalah Rp. 8.980.732.000,00 dan anggafendapatan Asli Daerah

pada tahun 2012 sebesar Rp. Rp. 52.632.404.508j68, Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) Rp. Rp. 20.701.825.205,00, Danakasi Umum (DAU)

Rp.453.986.555.000,00 dan Sekretariat Dewan OpstikinLegislatif adalah

Rp.12.679.323.663,00 dari data tersebut dapat gigkan bahwa semakin besar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin kedal §isa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Se&r@at Dewan

Oportunistik Legislatif berbanding terbalik dengdintahun 2012 semakin kecil

Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar nilaa &ebih Perhitungan

Anggaran, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sekretarisgn@n Oportunistik




Legislatif berdasarkan latar belakang diatas perattarik untuk meneliti tentang
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhilngan Anggaran dan
Dana Alokasi Umum , Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif di kota
Kupang.”

1.2Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari batasan masalatadj maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruhifiign terhadap
perilaku Oportunistik Legeslatif di Kota Kupang?

2) Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) eéegaruh signifikan
terhadap perilaku Oportunistik Legeslatif di Kétapang?

3) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh sigmifik terhadap
perilaku Oportunistik Legeslatif di Kota Kupang?

4) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa LebithiRemgan Anggaran
(SiLPA), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh sigkah secara simultan
terhadap perilakau Oportunistik Legislatif di Kétapang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka dijakokannya

penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Datrdiadap Perilaku

Oportunistik Legislatif di Kota Kupang.



2. Untuk menganalisis pengaruh Sisa Lebih Perhituriyaggaran terhadap
Perilaku Oportunistik Legislatif di Kota Kupang.

3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum tapaPerilaku
Oportunistik Legislatif di Kota Kupang.

4. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daef&ibka Lebih
Perhitungan Anggaran, dan Dana Alokasi Umum sesiaraltan terhadap
Perilaku Oportunistik Legislatif di Kota Kupang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsillberupa:

1. Masukan bagi Legislatif Kota Kupang untuk memahBsrilaku Oportunistik
Legislatif.

2. Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yangnieatt untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yaeraitan dengan topik
ini.

3. Wacana bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam dpid@nganggaran yang

berkaitan dengan Perilaku Opurtunistik Legislatif.



